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OLEH 





TIM PEMERIKSA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN

A. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Dasar Pelaksanaan Pengawasan
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederahana;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Tata Kerja Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan;
16. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
21. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
	[bookmark: _GoBack]22.
	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perrtanggung Jawab Berkas Perkara dan Keuangan Pihak Ketiga dalam Rangka Serah Terima Jabatan Ketua dan Panitera Pengadilan;

	[bookmark: _GoBack]23.
	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SP DIPA-005.01.2.401900/2021 tanggal 23 November 2020;


    
B. Ruang Lingkup Pengawasan
Ruang lingkup pengawasan meliputi:
1. Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan serta evalausi kegiatan.
2. Administrasi peradilan yang terdiri atas administrasi perkara, adminitrasi persidangan dan pelaksanaan putusan serta adminitrasi umum.
3. Mutu pelayanan publik.
4. Kinerja pengadilan.

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan
1. Maksud Pengawasan
a. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar
b. Menjaga terwujudnya tertib adminitrasi peradilan
c. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja
d. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat
e. Menjaga citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
f. Meningkakan kinerja pelayanan publik.
g. Meiningkatkan disiplindan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
h. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Tujuan Pengawasan
a. Menopang kerangka manajemen peradila yang baik
b. Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peradilan
c. Memberikan masukan berupa data, fakta, petimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk pengambil keputusan
D. Metodologi Pengawasan
Pengawasan rutin/regular dilakukan daam bentuk pemeriksaan, yaitu degan mekanisme pengamatan yang dilakukan dan dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang tekah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan perturan yang berlaku.

E. Jangka Waktu Pengawasan
Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 2 (dua) hari, tanggal 18 Mei 2022 di Pengadilan Agama Pariaman dengan susunan tim sebagai berikut:
	1.
	Drs. H. Sulem Ahmad S.H., M.A., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	2.
	Rifka Hidayat S.H., Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang



F. Objek Pemeriksaan
Pengawasan rutin/regular dilaksanakan dengan melakuakn pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:
1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik




BAB II
URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Manajemen Peradilan
	1.
	Kondisi:
aaaaaa
Kriteria:
aaaaaaaaaa
Sebab:
aaaaaaaaaaaa
Akibat:
aaaaaaaaaa
Rekomendasi:
aaaaaaaaa

	2.
	Kondisi:
rrrrrrrrrrrrrr
Kriteria:
rrrrrrrrrrr
Sebab:
rrrrrrrrrrrrrrrr
Akibat:
rrrrrrrrrrrrrrrrr
Rekomendasi:
rrrrrrrrrrrr



B. Administrasi perkara
	1.
	Kondisi:
dad
Kriteria:
hgdhdhgPeraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip
Sebab:
hdhdhg
Akibat:
hdhgdhg
Rekomendasi:
gsgfsfsf

	2.
	Kondisi:

Kriteria:

Sebab:

Akibat:

Rekomendasi:


	3.
	Kondisi:

Kriteria:

Sebab:

Akibat:

Rekomendasi:


	4.
	Kondisi:

Kriteria:

Sebab:

Akibat:

Rekomendasi:




C. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
	1.
	Kondisi:
Dalam pemberkasan perkara No.842/Pdt.G/2021 surat kuasa diletakkan sebelum surat surat gugatan
Kriteria:
Surat kuasa diletakkan  setelah surat gugatan (Buku II halaman 34).
Sebab:
Panitera Pengganti kurang teliti dalam menyusun berkas perkara.
Akibat:
Pemberkasan tidak sesuai dengan ketentuan.
Rekomendasi:
Agar panitera dan hakim majelis meneliti secara baik sebelum meminutasi perkara.

	2.
	Kondisi:
Didalam BAS perkara No.842/Pdt.G/2021 tgl 31 Januari 2022 (hal.96), menerangkan KM sakit faktanya Majelis sudah berganti.
Kriteria:
Penjelasan susunan majelis dalam BAS harus sesuai dengan Penetapan Majelis.
Sebab:
Tidak diteliti konsideran untuk PMH berikutnya.
Akibat:
Tidak terlaksanya pembuatan BAS sesuai kekentuan.
Rekomendasi:
Agar diperhartikan untuk BAS yang terjadi penggantian majelis dan memuat keterangan majelis yg baru mengambil alih pemeriksaan majelis yang lama.

	3.
	Kondisi:
Didalam PHS Pihak Tergugat sudah dibolehkan mengajukan jawaban pada sidang pertama.
Kriteria:
Pada sidang pertama untuk perkara cerai gugat/cerai talak terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada pihak untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator
Sebab:
Majelis dan Jurusita belum membaca isi relaas secara sungguh-sungguh.
Akibat:
Terjadi mis komunikasi dengan pihak Tergugat/Termohon karena tidak konsistennya  Majelis dengan perintah kepada pihak Tergugat/ Termohon dan.
Rekomendasi:
Agar disediakan blanko PHS sesuai dengan perkara yang diajukan.

	4.
	Kondisi:
Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 halaman 26 coret zig-zag kosong tanpa ada sah coret dan diparaf.
Kriteria:
Setiap coretan harus direnvoi dan di paraf.
Sebab:
Panitera Pengganti kurang teliti membuat BAS.
Akibat:
Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan.
Rekomendasi:
Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.

	5.
	Kondisi:
Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 halaman 29 tertulis : ...sidang ditunda dan akan disidangkan kembali pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah pukul 09.00 ....... dst.
Kriteria:
Dalam penundaan sidang harus jelas dimuat hari, tanggal persidangan berikutnya.
Sebab:
Panitera Pengganti kurang teliti dalam membuat BAS.
Akibat:
Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan.
Rekomendasi:
Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.

	6.
	Kondisi:
Dalam BAS pada sidang terakhir tidak terbaca putusan dibacakan sementara dalam putusan termuat :...putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui..... dst
Kriteria:
Putusan harus diucapkan didalam persidangan.
Sebab:
Panitera Pengganti kurang teliti dalam membuat BAS.
Akibat:
Putusan menjadi batal demi hukum.
Rekomendasi:
Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan dan memuat amar putusannya.

	7.
	Kondisi:
Perkara No.205/Pdt.G/2022 dalam amar butir 3 berbunyi :
Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa .......dst. Ikrar telah terlaksana tanpa diketahui apakah perintah ini sudah dilaksanakan sebelumnya.
Kriteria:
Amar pembayaran ini harus terlaksana terlebih dahulu sebelum ikrar diucapkan dan pelaksanaan butir ini termuat dalam BAS sebagai bukti. 


Akibat :

Rekomendasi :
Sebab:
Majelis mengabaikan salah satu bunyi amar putusan pada putusan tersebut.
Akibat:
Tidak diketahui realisasi dari amar tersebut dan dapat pula menimbulkan permasalahan dikemudian hari tentang kewajiban Pemohon untuk melaksanakan amar putusan tersebut.
Rekomendasi:
Agar sebelum dilaksanakan ikrar talak diselesaikan pembayaran sebagaimana isi putusan.

	8.
	Kondisi:
Perkara No.73/Pdt.G/2022 halaman 13 Pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi belum ditandatangani oleh Pemohon, sedangkan dalam konsideran halaman 12 menjelaskan para pihak sudah menanda-tangani.
Kriteria:
Apa yang diterangkan dengan harus sesuai dengan fakta sebenarnya.
Sebab:
Kurang telitinya panitera dalam membuat BAS
Akibat:
Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan.
Rekomendasi:
Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.

	9.
	Kondisi:
Dalam penetapan nafkah anak belum ditambahan nafkah pertahun.
Kriteria:
Dalam penetapan nafkah anak harus ada nafkah tanbahan (antisipasi inflasi) pertahun.(Hasil rapat kamar agama SEMA No.1/2018 )
Sebab:
Majelis belum menerapkan hasil rapat kamar tersebut.
Akibat:
Belum sempurnanya perlindungan terhadap anak.
Rekomendasi:
Agar diperhatikan dan dipedomani untuk menetapkan biaya hadanah pada perkara lain.

	10.
	Kondisi:
Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 didalam amar putusan biaya dua orang anak digabung sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
Kriteria:
Biaya untuk setiap anak jelas.
Sebab:
Belum ada keseragaman pemahaman.
Akibat:
Bisa menimbulkan multi tafsir, karena masing-masing anak berbeda usia dewasanya.
Rekomendasi:
Sebaiknya didalam akta perdamaian ataupun dalam amar putusan ditegaskan berapa nominal masing-masing anak tersebut.

	11.
	Kondisi:
Didalam PHS sidang ikrar talak untuk yang kedua (Perkara No.73/Pdt.G/2022) konsiderannya masih sama yaitu .....apabila dalam tenggang waktu 6 bulan ...dst.
Kriteria:
Penentuan waktu 6 bulan itu dihitung sejak ditetapkan hari sidang pada PHS yang pertama.
Sebab:
Tidak diteliti konsideran untuk PHS sidang ikrar berikutnya.
Akibat:
Perhitungan 6 bulan menjadi rancu.
Rekomendasi:
Agar dipersiapkan blangko baru untuk PHS ikrar kedua ds

	12.
	Kondisi:
Bukti surat tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak diparaf oleh kletua majelis.
Kriteria:
Bukti surat setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian beri kode dan di paraf oleh ketua majlis.
Sebab:
Tidak diteliti oleh majelis dan panitera sewaktu meminutasi.
Akibat:
Penulisan Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan.
Rekomendasi:
Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.


D. Administrasi umum


E. Kinerja Pelayanan Publik
	1.
	Kondisi:
aaaa
Kriteria:
aaaaaaa
Sebab:
aaaaaaaaaa
Akibat:
aaaaaaaaaa
Rekomendasi:
aaaaaaaaaaaaa

	2.
	Kondisi:
bbbbbbbbbb
Kriteria:
bbbbbbbbbbbb
Sebab:
bbbbbbbbb
Akibat:
bbbbbbbbb
Rekomendasi:
bbbbbbbbbb

	3.
	Kondisi:
rrrrrrrrr
Kriteria:
rrrrrrr
Sebab:
rrrrrrrrrr
Akibat:
rrrrrrrrrr
Rekomendasi:
rrrrrrrrrrrr

	4.
	Kondisi:
eeee
Kriteria:
eeeeeeeeeee
Sebab:
eeeeeee
Akibat:
eeeeeee
Rekomendasi:
eeeeeeeee

	5.
	Kondisi:
wwwww
Kriteria:
wwwwwwww
Sebab:
wwwwwwww
Akibat:
wwwwwwwww
Rekomendasi:
wwwwwwwwwwwww

	6.
	Kondisi:
qqqqqqqq
Kriteria:
qqqqqqqqqqqqq
Sebab:
qqqqqqqqq
Akibat:
qqqqqqqqqqqq
Rekomendasi:
qqqqqqqqq

	7.
	Kondisi:
qqqqqqqq
Kriteria:
qqqqqqqqqqqqq
Sebab:
qqqqqqqqq
Akibat:
qqqqqqqqqqqq
Rekomendasi:
qqqqqqqqq




BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
	1.
	aaaaaa

	2.
	rrrrrrrrrrrrrr

	3.
	aaaaaa

	4.
	rrrrrrrrrrrrrr

	5.
	dad

	6.
	

	7.
	

	8.
	

	9.
	Dalam pemberkasan perkara No.842/Pdt.G/2021 surat kuasa diletakkan sebelum surat surat gugatan

	10.
	Didalam BAS perkara No.842/Pdt.G/2021 tgl 31 Januari 2022 (hal.96), menerangkan KM sakit faktanya Majelis sudah berganti.

	11.
	Didalam PHS Pihak Tergugat sudah dibolehkan mengajukan jawaban pada sidang pertama.

	12.
	Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 halaman 26 coret zig-zag kosong tanpa ada sah coret dan diparaf.

	13.
	Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 halaman 29 tertulis : ...sidang ditunda dan akan disidangkan kembali pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah pukul 09.00 ....... dst.

	14.
	Dalam BAS pada sidang terakhir tidak terbaca putusan dibacakan sementara dalam putusan termuat :...putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui..... dst

	15.
	Perkara No.205/Pdt.G/2022 dalam amar butir 3 berbunyi :
Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa .......dst. Ikrar telah terlaksana tanpa diketahui apakah perintah ini sudah dilaksanakan sebelumnya.

	16.
	Perkara No.73/Pdt.G/2022 halaman 13 Pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi belum ditandatangani oleh Pemohon, sedangkan dalam konsideran halaman 12 menjelaskan para pihak sudah menanda-tangani.

	17.
	Dalam penetapan nafkah anak belum ditambahan nafkah pertahun.

	18.
	Pada perkara No.205/Pdt.G/2022 didalam amar putusan biaya dua orang anak digabung sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

	19.
	Didalam PHS sidang ikrar talak untuk yang kedua (Perkara No.73/Pdt.G/2022) konsiderannya masih sama yaitu .....apabila dalam tenggang waktu 6 bulan ...dst.

	20.
	Bukti surat tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak diparaf oleh kletua majelis.

	21.
	aaaa

	22.
	bbbbbbbbbb

	23.
	rrrrrrrrr

	24.
	eeee

	25.
	wwwww



B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan hal-hal sbegai berikut:
	1.
	aaaaaaaaa

	2.
	rrrrrrrrrrrr

	3.
	aaaaaaaaa

	4.
	rrrrrrrrrrrr

	5.
	gsgfsfsf

	6.
	

	7.
	

	8.
	

	9.
	Agar panitera dan hakim majelis meneliti secara baik sebelum meminutasi perkara.

	10.
	Agar diperhartikan untuk BAS yang terjadi penggantian majelis dan memuat keterangan majelis yg baru mengambil alih pemeriksaan majelis yang lama.

	11.
	Agar disediakan blanko PHS sesuai dengan perkara yang diajukan.

	12.
	Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.

	13.
	Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.

	14.
	Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan dan memuat amar putusannya.

	15.
	Agar sebelum dilaksanakan ikrar talak diselesaikan pembayaran sebagaimana isi putusan.

	16.
	Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.

	17.
	Agar diperhatikan dan dipedomani untuk menetapkan biaya hadanah pada perkara lain.

	18.
	Sebaiknya didalam akta perdamaian ataupun dalam amar putusan ditegaskan berapa nominal masing-masing anak tersebut.

	19.
	Agar dipersiapkan blangko baru untuk PHS ikrar kedua ds

	20.
	Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.

	21.
	aaaaaaaaaaaaa

	22.
	bbbbbbbbbb

	23.
	rrrrrrrrrrrr

	24.
	eeeeeeeee

	25.
	wwwwwwwwwwwww



[bookmark: _Hlk73710771]Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Rutin/Reguler ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	Padang, 18 Mei 2022
	Ketua Tim,




	Drs. H. Sulem Ahmad S.H., M.A.
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